
PEMERINTAH KABUPATEN MAUJU TEI{GAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln Tammauni Kabupaten Mamuju Tengah (9l5el)

Menimbang

a.

Mengingat

L

b.

c.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 980 / 02 ll I 2016

Tanggal : 1 1 Januari2016

TE,NTANG
IZIN OPERASIONAL SMK BINA HARAPAN

(SMK BERBASIS PESANTREN )

YAYASAN AL-RO'UUF WALO HAQ
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

:

Bahwa dalam system pendidikan Nasional . masyarakat merupakan mitra pemerintah
yang memberikan kesempatan seluas luasnya untuk ikut serta berperan secara aktif
dalam penizelenggaraan pendidikan

Bahwa unutk mendukung program pernerintah dalam rangka pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan bagi semua warga Negara Repubklik Indonesia
Bahwa untuk mewujudkan maksud butir a dan b di atas dipandang perlu
mengeluarkan izin operasional sekolah secara terfulis kepada masyarakat yang peduli
pendidikan

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaga Negara Tahun l9B9 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaga

Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
Perafuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah
dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 84 fambahan Lernbaga Negara Nomor 3412\
Peraturan Pernerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaga

Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaga Negara
Republik [ndonesia nomor 34i3) sebagainmana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1998 nomor 91" tarnbahan lembaran Negara Republik lndonesia nomor 3764).

2.

1J.

4.



Menetapkan

1.

:

Mernberikan izin operasional SMK Bina Harapan (SMK Berbasis Pesantren) Mamuju
Tengah, Yayasan Al*Ro'uuf Wali Haq.

SMK Bina Harapan (SMK Berbasis Pesantren) Mamuju Tengah, Yayasan Al-Ro'uuf
Wali Haq diberikan izin operasional dengan catatan segala persyaratan yang belum
dipenuhi tentang pendidikan sekolah akan dibenahi secara bertahap.
Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam kepuftisan tersendiri
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo

: 21 Desember 2015Pada tanggal

at : Pembina Tk. I
Nip 19641201 198803 | AD

2.

-J.

4.

Ternbusan disampaikan kepada Yth,

7. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta

8. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta

9. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak
10.Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
11.Kepala Dinas Pendidrkan dan KebudayaafiProvinsi Sulawesi Barat di Mamuju
12. Arsip
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\.N$UJUIE&G4, PEMERINTAH KABUPATEN MAUJTI TENGAH,/-\{ \ DII\AS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGAil\_-/ PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln Tammauni Kabupaten Mamuju Tengah (91564)

Menimbang

a.

Mengingat

1.

b.

L.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 980 / 02 ll I 2016
Tanggal : I i Januari 2016

TENTANG
IZTN OPERASIONAL SMK BINA HARAPAN

(SMK BERBASIS PESANTREN)
YAYASAN AL-RO'UUF WALO HAQ

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bahwa dalarn systetn pendidikan Nasional , masyarakat merupakan mitra pemerintah
yang memberikan kesempatan seluas luasnya untuk ikut serta berperan secara aktif
dalam penyelenggaraan pendidikan
Bahwa untitk mendukung program pemerintah dalam rangka pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan bagi semua warga Negara Repubklik Indonesia
Bahwa unruk mewujudkan maksud butir a dan b di atas dipandang perlu
mengeluarkanizin operasional sekolah secara tertulis kepada masyarakat yang peduli
pendidikan

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaga
Negara Tal-run 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah
dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 84 'Iambahan Lembaga Negara Nomor 3412)
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaga
Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia nomor 3413) sebagainmana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1998 nomor 91. tambahan lembaran Negara Republik lndonesia nomor 3764).

2.

3.

4_



2.

1. Memberikan izin operasional SMK Bina Harapan (SMK Berbasis Pesantren) Mamuju
Tengah, Yayasan Al-Ro'uuf Wali Haq.

SMK Bina Harapan (SMK Berbasis Pesantren) Mamuju Tengah, Yayasan Al-Ro'uuf
Wali Haq diberikan izin operasional dengan catatan segala persyaratan yang belum
dipenuhi tentang pendidikan sekolah akan dibenahi secara bertahap.
Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
Keputusan ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

i
J.

4.

Pangkat : Pembina Tk. I
Nip 19641201 198803 I AD

Tembusan disampaikan kepada Yth,

7. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta

8. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
9. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak

l0.Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
1 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
12. Arsip

Ditetapkan di : Topoyo
tanggal :21 Desember 2015
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PEMHffiIruTAT.$ KABUPATEru MAM I,.!JU TENGAI.{

BI${AS PENDIDIKAN BAIU KEts{-"IDAYAAN
JIn. Paros Topoya - Palu Kab. Momuju Tengah prov. Sulbar

KEPUTI.'5AN
KEPEI-A DINAS PENDIDIK,AN DAru KEBUDAYAAru

Nomor

Tanggal

: 890/031.b/KEP/DIKBUD/lll/2016
: 24 Maret 201-6

lnvlrrnimbang

Mengingat

TEruT.itfr0G ____-.-

p E fS B I f,q BA fS $ E l(CI LeH Pd{ g: ltJ U l-i S,flt }.1 $i fi i U H i"} A $'t

KI\$ U $}ATE!'.I MAM {JJ U TC fiIfi A'{ Til.H {J ru 2&16
[,(EPA[S SiruAS il'IHtr\X$IDIKA{V DAN KHSIJI},{\YAAIU E{A"B. NdI,{MU.'U r[ruGAI.I

: a. Bahwa keirenanangan yang wajib dilal<sanakan cli Daerah Frovinsi/
(abupaten sebagainrana diatur dalarn unriang-unrcang Nr:mor ?7

Tahur"r 1-999 tentang Fer*erintah Daerah rneliputi antara !ain
kewenangan di bidang Pendidikan

b. Eahwa cialam icetentuan pasal 2 ayat ? iruruf b peraturan
Pemerintah trlomor 25 tairun 2000, telah ciitetapkan Keputusan
l'vi enteri Pend id ika n Nasio n a I N c nlor tl53/U120S3. tenta n g Perjcila n

Penyusunan Standart pelal"rnen nr!*lr*ai per"ryele nggara
persekolaharr bidang pendlCikan ilrasar dan frflerrerigah

L. undang-irnriang Norvror : 20 -rah'"rn 2003 Tentang si.steri"r

Pen d id ika rr ll asiona ! { Lei"n ba ran Pi egli ra lrj on: or 21"301 }

2. iJndang-Urrdang f,lornor : 2C Tahun 2003 Tent;;ng Sistem
ire-niiiriiknlr l*'jasicrra[ {Lernh;,ran l{egar;r llepuirlik InrJcnesi;:r Tahr:n
?S03 fdrlmur 7E larnl:ai:an Lemi:i*'or"r i,,irgar,a f,l*nror 3S:1gi

3. Pcraturan pemerintah luiorviur : 2ll r;ihr,rn 1gg0 tentang pt *riiuikan
Dasar (Lembaga l\egara ltepubilk lncicngsia Tahun Lg90 l{*rnor 3{,,
tarnb*han lembaran l'.,legara Fccmi:r 3d1"zCI sebailairnar:a telah
diubah dengan peratL!ran Ilenr*:i'inrah F.lonrrlr 5s rahuru j"$s$,

ta m hra h;.rn Lerr bara n ld ep;a ra l* oini;r 3 163 )

4. Purraturan pernerintat: [,,Jonic,r 38 -t'alrr"rn lggz teniang terjaga
t{ependidikan {Lenrbaran r\ji:gara l}.epui:l!k lnd*rresla Tairun 1gg2
Nr:rnor 68, tambahan Lernharan I'J*gara ltepr"lhiik lrrif*ilesi* f,Jornor

3d84). sebagaimana telah diubah peraturan pernerinialr F.epubiik
lndonesla Nonrcr 39 Tairun 200C



6.

Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 1992 tentang peran serta
masyarakat, dalam pendidikan Nasionar (Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3495)

Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun 1990 tentang pendidikan
menengah (Lembaran Negara Republik tndonesia tahun lggo
Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor
3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 55 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Tahun 1998 Nomor 91, tambahan rembaran Negara Repubrik
lndonesia Nomor 3764ll.

MEMUTUSKAN

Mengoperasionaikan sekorah Menengah Atas yang didirikan di
Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Marnuju Tengah yeng
tercantum dalant Lampiran Leputusan ini.

lvlennerintahkan kepada Kepala sekolah untuk rnelaksanakan
kegiaten Administrasi untuk pengenrbangan lebih lanjut.

sekolah tersel:ut cl ian gga p raya k u ntu [i rner a ksa na ka n pen geml:an8a rr
di bidang Pendidikan Menengah Atas

Keputusan ini berraku sejak tanggar ditetapkan tian apabira
dikernudian hari terdapat kekeriruan di daiarnnya akan diaciakan
perbaikan sebagaimana rnestinya.

Ditetapkan di : Topoyo
Pada Tanggal : 24 tVlaret 2016

Dinas Fendidikan dan Ketrudayasn
uju Tengah

tvlenetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

l(eernpat

tenrbusan: Yilr.
1. Direk'.urat jenderal pendidikair Menengah dijakarta
1. Dii'ektur pembinaan StuiK di Jakarta
2. Bupati Kab. tr4anuju 't"engah di Manruju Tengah
3. Ketua DPRD Kab. Marnuju Tengah cJi lvtamuju Tengah
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[-a m pira n

h,iomor

Tanggal

Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan KeburJayaan Kab. Mamuju Tengah

Bs0/031. bIKEP/Dt KBU Dlt I VzA16

24 Maret 201.6

SMK BINA HARAP/.hI

Din*s Feudidikan dau Xc-ebrir{sy*am

uju T'engah

t9641201 1988il3 1 012


